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ABSTRAK 

 

Nuryani. 201710115068. Ketentuan Pemberian Upah Bagi Tenaga Magang Dalam Negeri 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang tidak kondusif dapat 

menimbulkan perselisihan hak dan kepentingan yang pada akhirnya akan menimbulkan 

sengketa hukum. Pada hakikatnya pekerja dan atau peserta magang wajib mendapatkan 

haknya tanpa terkecuali dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

pihak pengusaha wajib mengakomodir hak-hak tersebut, namun pada praktiknya, hubungan 

industrial tidak selamanya berjalan harmonis. Selalu terjadi perselisihan-perselisihan antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha. Banyak sekali perusahaan yang tidak mentaati aturan 

Undang-undang yang berlaku, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. Salah satu contoh kasusnya adalah pemberian upah dan 

atau uang saku yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. 

Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara 

menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

melalui studi kepustakaan dengan menggabungkan data lapangan hingga menghasilkan 

jawaban dari permasalahan tentang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja magang.. 

Hasil analisa dipaparkan secara deskriptif-kualitatif yang didapat bahwa proses hukum bagi 

perusahaan yang tidak membayar upah atau uang saku terhadap tenaga kerja magang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu melalui 

jalur Bipartit, dan akan diselesaikan secara Tripartit bila upaya Bipartit gagal. Sanksi bagi 

perusahaan yang tidak memberikan hak dan kewajiban tenaga kerja magang sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu teguran, peringatan 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, 

pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta 

pencabutan ijin.  

Kata kunci: ketenagakerjaan, upah, magang. 
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ABSTRACT 

 

Nuryani. 201710115068. Provisions for Provision of Wages for Domestic Interns in terms 

of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 

Unconducive working relations between employers and workers/ laborers can lead to 

disputes over rights and interests which will eventually lead to legal disputes. In essence, 

workers and/or apprentices are obliged to obtain their rights without exception and in 

accordance with applicable laws and regulations and the employer is obliged to 

accommodate these rights. However, in practice, industrial relations do not always run 

harmoniously. There are always disputes between workers/labourers and employers. There 

are so many companies that do not comply with the applicable laws and regulations, and 

commit violations that are not in accordance with the provisions of the law. One example of 

this is the provision of wages and/or pocket money that is not in accordance with the 

prevailing laws and regulations. 

This research is a normative-empirical research conducted by examining theories, concepts, 

legal principles and legislation through a literature study by combining field data to produce 

answers to problems regarding employment for apprentices.  

The results of the analysis are presented in a descriptive-qualitative manner. It is 

found that the legal process for companies that do not pay wages or pocket money 

for apprentices is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning 

Manpower, namely through the Bipartite route, and will be resolved in a tripartite 

manner if Bipartite efforts fail. Sanctions for companies that do not provide the 

rights and obligations of apprentices in accordance with Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower, namely warnings, written warnings, restrictions on 

business activities, freezing of business activities, cancellation of approvals, 

cancellation of registration, temporary suspension of part or all of the means of 

production. and revocation of permits. 

Keywords: employment, wages, internships. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(QS. Al-Baqarah : 153) 

“Hai orang orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(QS. Al Maaidah : 8)  

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 

satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 

tuhanlah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Al Insyirah : 6-8) 

“Segala usaha apabila dilakukan dengan sepenuh hati maka akan mendapatkan hasil 

terbaik” 

(Penulis) 

PERSEMBAHAN 

Karya ilmiah ini penulis persembahkan teruntuk Bapak dan Ibu tercinta dan seluruh 

anggota keluarga yang selalu memberikan do’a dan dukungannya
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